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ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas berpenduduk beragama Islam, oleh
karena itu negara harus melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya termasuk
dalam ha pemenuhan kebutuhan pangan,-halal , sesuai akidah setiap muslim.Redlitanya
banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.Di Indonesia
dengan banyaknya beredar produk pangan kemasan yang belum jelas kehalalannya maka
diperlukan pengawasan terhadap produk tersebut agar aman dikonsums oleh seluruh
masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut maka
peneliti mengkaji tentang : 1) Bagaimanakah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan (BBPOM) di Padang terhadappengawasankehalalan produk pangan kemasan.
2)Bagaimanakah kewenangan Lembaga Pengkgian Obat-obatan dan Kosmetika Maelis
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terhadappengawasankehalalan produk pangan kemasan. 3)
Bagaimanakah bentuk kerjasama antara Balal Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)
di Padang dan Lembaga Pengkgiian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Mgelis Ulama
Indonesia (LPPOM MUI) Provins Sumatera Baratterhadappengawasan kehaldan produk
pangan kemasan. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis
empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari pihak terkait dalam
pengawasan produk pangan kemasan, serta data sekunder diperoleh dari bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Kewenangan Badan POM
dalam melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk pangan kemasan terdapat dalam 2
(dua) hal, yaitu : pengawasan pre-market dan post market. Kewenangan LPPOM MUI dalam
melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk pangan berkemasan dilakukan oleh
Auditor Halal dan Auditor Hald" Internal di-suatu-perusahaan. Sampal saat ini kerjasama yang
dilakukan LPPOM MUI dengan BBPOM hanya terkait pada pencantuman label pada pangan
olahan serta LPPOM MUI juga bekerjasama dengan Disperindag dengan memberikan
anggaran khusus dalam memfasilitass UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal.
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